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TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 
2.1 Penelitian Sebelumnya
Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan referensi. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka, selama tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil penelitian sebelumnya sebagai berikut :
1. Yuniarti Miftahul Jannah. 2021. Pelaksanaan Program Penanganan Anak Jalanan. Universitas Bosowa. Skripsi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disampulkan, implementasi kebijakan yang diukur berdasarkan teori Charles O. Jones terkait indikator organisasi, intrepretasi dan aplikasi (penerapan) belum mampu diterapkan secara efektif oleh Dinas Sosial Kota Makassar. Metode pembinaan yang diberikan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 adalah pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan rehabilitas sosial. Dari hasil penelitian menunjukkan masih banyaknya anak jalanan yang berkeliaran ke jalanan untuk mengais  rezeki juga masyarakat yang belum mengetahui larangan untuk tidak memberikan uang kepada anak jalanan.
2. Khaeratul Ummah. 2020. Pengawasan Dinas Sosial Provinsi NTB dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial terhadap Anak Terlantar di Kota Mataram . Universitas Muhammadiyah Mataram. Skripsi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disampulkan bahwa, Anak terlantar merupakan anak yang tidak mendapatkan hak sebagai anak dari orangtuanya dan atau orangtuanya tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi. Tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Dinas Sosial Provinsi NTB Dalam Melakukan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Terlantar Dikota Mataram Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan teknik analisis kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder, yang diperoleh dari teknik pengumpulan data menggunakan wawancara,  observasi,  dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Provinsi NTB telah melakukan upaya-upaya untuk menangani anak terlantar, antara lain melakukan pendataan anak terlantar, memberikan pelayanan sosial anak terlantar serta menitipkan anak terlantar ke LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) dan melakukan pendampingan sosial anak terlantar.
3. Effnuz Al-Anba dan Drs. K. Slamet Santoso., M. Si. 2020. Evaluasi Kebijakan Penanganan Gelandangan (Studi Kasus Peraturan Daerah Kota Semarang). Universitas Diponegoro. Journal Of Public Policy And Management Review. Jurnal Skripsi
Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disampulkan, Gelandangan adalah individu yang tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki penghasilan, dan tidak sesuai dengan norma dan nilai yang ada di masyarakat. Kota Semarang merupakan kota yang berusaha untuk menangani masalah gelandangan. Perlu adanya  evaluasi dari tindakan Kota Semarang dalam menangani masalah gelandangan. Penanganan gelandangan di Kota Semarang dimuat dalam  Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2014.  Pada skripsi ini penulis mengemukakan hasil analisis berdasarkan teori Dunn dan Anderson. Pada skripsi ini penulis melihat bahwa Dinas Sosia Kota Semarang telah maksimal dalam penanganan gelandangan. Namun, masih banyak yang harus dilakukan karena penanganan gelandangan belum dirasa sudah mencapai tujuan dari adanya PERDA tersebut yaitu tidak adanya lagi gelandangan dan kesejahteraan tiap individu. Perda tersebut memiliki faktor pendorong dan penghambat yang sangat rumit. Kejelasan dari sebuah definisi contohnya adalah hal yang mendasar dalam pelaksanaan. 
Namun, hal ini acapkali jadi sebuah pikiran terbelakang dari pelaksanaan, sehingga gelandangan masih kurang dapat perhatian sebagaimana seharusnya ditangani. Penanganan gelandangan masih butuh banyak evaluasi mendalam ke depan-nya. Pemerintah Kota Semarang diharapkan mampu memperbaiki kesalahan agar pada penerapan berikutnya hasil evaluasi ini dapat dipakai dan bisa jadi rujukan bagi kebijakan yang lebih baik.
4. A. Khaidir Akbar. 2020. Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Anak Jalanan di Fly Over Kota Makassar. UIN Alauddin Makassar. Skripsi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disampulkan bahwa, peran dinas sosial kota Makassar dalam penanganan anak jalanan di fly over kota Makassar yaitu melakukan pendataan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan dan melakukan kampanye dan sosialisasi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh dinas sosial kota Makassar yaitu; masalah pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan melakukan rehabilitas. Implikasi penelitian ini adalah semogah kedepan dinas sosial kota Makassar dalam menjalankan program perlu menambah sumber daya yang ada, sehingga mampu memberikan layanan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat. Agar, pembinaan anak jalanan lebih baik kedepanya diharapkan dinas sosial dapat membangun beberapa penampungan dikarenakan jumlah anak jalanan yang lumayan banyak.
5. Bi Ismi Hasanah dan Latifah Amir. 2020. Pengawasan Dinas Sosial dalam Penanggulangan Anak Jalanan. Universitas Jambi. Jounal of Administrasi Law. Jurnal

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disampulkan bahwa, Direktorat Kesejahteran Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja bentuk pengawasan Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Jambi dan untuk mengetahui bagaimana tindakan pemerintah dalam upaya penanggulangan anak jalanan yang bermasalah sosial di Kota Jambi.  Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan spesifikasi penelitian, populasi dan sampel, informan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data. 
Hasil penelitian bahwa Bentuk pengawasan Dinas Sosial Kota Jambi terhadap anak yaitu pengawasan yang dilakukan secara preventif yaitu Pemerintah Dinas Sosial memantau dan mengawasi anak jalanan, menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memberi sejumlah uang kepada anak jalanan. Pengawasan represif yang dilakukan yaitu dengan merazia, bimbingan agama/konseling. Tindakan pemerintah dalam upaya penanggulangan anak jalanan yang bermasalah di kota Jambi yaitu dengan melakukan tindakan nyata yang dilakukan Dinas Sosial yaitu menampung gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di kota Jambi serta anak Jalanan yang bermasalah dikumpulkan dirumah singgah untuk dilakukan pemeriksaan yang mengkonsumsi narkoba akan di tindak lanjuti seperti menghubungi IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor). 
Sedangkan, tindakan hukum yang dilakukan Dinas Sosial yaitu fungsi pencegahan dilakukan dengan cara sosialisasi kepada anak jalanan melalui kerjasama dengan Lembaga Sosialisasi Masyarakat, fungsi rehabilitasi, anak jalanan yang dirazia kemudian didata dan ditampung di rumah singgah yaitu tempat yang memang disediakan untuk membina anak-anak jalanan yang terjaring dalam razia, fungsi pemberdayaan dimaksudkan agar nantinya anak-anak jalanan tersebut dapat memiliki keterampilan tertentu yang nantinya dapat mereka jadikan bekal dalam bekerja, hal inilah yang diharapkan secara perlahan dapat membuat mereka berhenti menjadi anak jalanan. 





















Tabel 2.1
Peneitian Sebelumnya 
	NO
	Judul Penelitian
	Persamaan
	Perbedaan

	1
	Pelaksanaan Program Penanganan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar (Yuniarti Miftahul Jannah, Universitas Bosowa, 2021)
	Metode : Kualitatif Deskriptif
Output : 
a. Peningkatan Sarana dan Prasana 
b. Peningkatan pelayanan dalam penanganan anak jalanan
	Lokasi : jl Abdullah daerah sirua, jl kakatua, jl pengoman, dan dinas sosial kota makassar 
Teori : Charles Jones >> implementasi program
Output : Penambahan tenaga pembinaan

	2
	Pengawasan Dinas Sosial Provinsi NTB dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial terhadap Anak Terlantar di Kota Mataram (Khaeratul Ummah, Universitas Muhammadiyah Mataram 2020)
	Metode :  Deskriptif Kualitatif
Output :
Peningkatan pelayanan dalam penanganan anak jalanan
	Lokasi :  Dinas Sosial Provinsi NTB
Teori :  Handayaningrat  
 

	3
	Evaluasi Kebijakan Penanganan Gelandangan (Studi Kasus Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2014 tentang penangan gelandangan, anak jalanan, dan pengemis di kota semarang) (Effnuz Al-Anba, dan Drs. K. Slamet Santoso.,M.Si , Universitas Diponegoro, 2020)
	Metode: Deskriptif Kualitatif 

	Teori : Nurcholis  >> evaluasi kebijakan 
Lokasi :  
a. Dinas sosial kota semarang 
b. Panti rehabilitasi Among Jiwo
c. Kantor Satpol PP Kota Semarang
Output : 
Peningkatan kualitas dalam penanganan gelandangan  

	4
	Peran Dinas Sosial Kota Makassar dalam Penanganan Anak Jalanan di Fly Over Kota Makassar (A.Khaidir Akbar , Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021)
	Metode : kualitatif
Output : 
Peningkatan fasilitas sarana dan prasana penampuangan 

	Teori : Soerjono Soekanto >> pengertian peran 
Lokasi : kawasan fly over kota makassar dan dinas sosial kota makassar 

	5
	Pengawasan Dinas Sosial dalam Penanggulangan  Anak  Jalanan di Kota Jambi (Bi Ismi Hasanah, dan  Latifah Amir , Universitas Jambi, 2020)
	Output: 
a. Peningkatan pelayanan dalam penanganan anak jalanan
	Teori : philipus >> bentuk pelaksaan pengawasan 
Metode : yuridis empiris 
Lokasi : Dinas Sosial kota jambi 
Output : Penambahan tenaga pembinaan


  Sumber : Data Diolah oleh Peneliti, 2023
     Dari penelitian di atas, terlihat bahwa penelitian sebelunya membahas dan meneliti mengenai Penanganan Anak Jalanan. Yang membedakan dengan peneliti adalah variebel terkait pemersalahan. Sedangkan, substansi sama yaitu mengenai Penanganan Anak Jalanan.  Dari  penelitian sebelumnya juga terdapat persamaan dalam metode penelitian yang digunakan dan output yang dihasilkan oleh empat peneliti sebelumnya. Dan, terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya, baik dari lokasi, maupun teori yang digunakan dalam penelitian sehingga penelitian ini bersifat orisinal.





2.2 Tinjauan Pustaka 
2.2.1  Pengawasan 
2.2.1.1 Definisi Pengawasan 
Pengawasan dalam  Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal     dari kata “awas” artinya memperhatikan baik-baik,dalam arti melihat sesuatu dengan cermat atau seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di diawasi. Pengawasan atau  controlling, yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menjamin sikap dan tindakan pemerintah aparat administrasi berjalan sesuai dengan aturan negara yang berlaku (Mustika,2018). 
Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin,agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Siagan dalam Makmur, 2015: 176). Menurut Manullang (2008:172) mengatakan bahwa, definisi pengawasan adalah suatu proses untuk memutuskan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.  Pengawasan adalah kesadaran pihak yang diberi tugas agar dilakukan secara tepat dan akurat dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia, dan segala kesalah atau penyimpangan yang justru dapat mengakibatkan kerugian (Makmur,2011:176).
George.F.Terry dalam Mukarom dan Wijaya (2020:156) mengartikan pengawasan, sebagai mendeterminasi semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan,  Definisi pengawasan menurut T.Hani Handoko (2015: 357) adalah suatu  usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan,  serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan di pergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.
2.2.1.2 Jenis-Jenis Pengawasan
Ada empat macam dasar penggolongan jenis pengawasan menurut Manullang (2008 : 176-178), yakni : 
a. Waktu Pengawasan 
Waktu pengawasan dibedakan menjadi dua macam yaitu, pengawasan preventif dan pengawasan repressif
1. Pengawasan Preventif, adalah pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalahan atau deviation.
2. Pengawasan Repressif, adalah pengawasan yang dilakukan setelah sudah menjalankan rencana, dengan mengukur hasil-hasil yang dicapai dengan alat ukur standar yang telah ditentukan. 
b. Objek Pengawasan.
Berdasarkan objek pengawasan, pengawasan dapat dibedakan sebagai berikut : 
1. Produksi
2. Keuangan
3. Waktu
4. Manusia dengan kegiatannya.
c. Subjek Pengawasan 
Subjek Pengawasan dapat digolongkan berdasarkan pelaksanaan pengawasan, yaitu : 
1. Pengawasan Intern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan dari petugas bersangkutan. 
2. Pengawasan Ekstren, adalah pengawasna yang dilakukan oleh orang-orang di luar organisasi bersangkutan.
2.2.1.3 Prinsip-Prinsip Pengawasan
Prinsip pengawasan diperhatikan untuk menghasilkan proses pengawasan yang efektif.  Prinsip utama dalam pengawasan adalah rencana tertentu dan pemberian instruksi atau wewenang kepada bawahan secara jelas. Perencanaan menjadi petunjuk keberhasilan atas pelaksanaan suatu pekerjaan.  Agar pengawasan berjalan efektif ,berikut prinsip-prinsip pengawasan.
a. Merefleksikan sifat dan kebutuhan kegiatan yang diawasi
b. Dapat segera melaporkan penyimpangan
c. Bersifat Fleksibel
d. Merefleksikan pola perusahaan
e. Bersifat ekonomis
f. Dapat dimengerti
g. Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif (Jawangga, 2019: 18).
2.2.1.4 Teknik-Teknik  Pengawasan
Menurut Makmur (2015:193-195) teknik-teknik pengawasan, yaitu : 
1. Teknik Pemantauan 
2. Teknik Pemeriksaan 
3. Teknik Penilaian
4. Teknik Wawancara 
5. Teknik Pengamatan
6. Teknik Perhitungan 
7. Teknik Analisis 
8. Teknik Pelaporan. 
2.2.1.5 Proses Pengawasan 
Proses Pengawasan menurut  T.Hani Handoko (2015:360) , yaitu : 
1. Penetapan  standar pelaksanaan 
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
3. Pengukuran  pelaksanaan kegiatan nyata 
4. Pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisis penyimpangan-penyimpangan
5. Pengambilan tindakan koreksi.

2.2.2 Psikologi Anak 
2.2.2.1 Anak- Anak dan Perkembangan  Kepribadian
Anak-anak memiliki pribadi yang khas menuntunnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.  Pada hakekatnya, tidaklah mudah untuk mengukur apa dan bagaimana tindakan seorang anak-anak. Namun, anak-anak merupakan individu yang bebas melihat dunia sebagai suatu yang berarti baginya, dan bisa juga dibandingkan dengan kebabasan orang dewasa dalam melihat kepentingan di dunia (Dian Andriany, 2015: 34). Menurut Kartono (1995:33), dimensi kejiwaan / psikologis anak merupakan suatu pribadi yang secara general bisa digambarkan sebagai individu yang bersifat kemanjaan ataupun kegembiraan. 
2.2.2.2 Perkembangan Anak 
Menurut Oswarld Kroh perkembangan anak dibagi 3 periode, yaitu : 
1. Periode pertama (masa menentang), usia 0-4 tahun
2. Periode kedua (masa keserasian). Usia 4-14 tahun
3. Periode ketiga (masa kematangan), usia 14-19 tahun.
Menurut Charlotte Bukhler seorang psikolog mengemukakan masa perkembangan anak dan pemuda sebagai berikut : 
a) Masa Pertama, usia 0-1 tahun. Pada masa ini anak terlatih mengenal dunia lingkungan dengan berbagai macam gerakan. Pada waktunya lahirnya ia mengenali dunia sendiri yang tidak ada hubungannya dengan lingkungan. Perangsang dari luar hanya sebagian kecil yang dapat disambutnya, sebagian besar lainnya masih di tolak. Pada masa ini, terdapat dua peristiwa yang penting, yaitu belajar berjalan dan berbicara. ( Dian Andriany, 2015 : 39).
b) Masa Kedua, usia 2-4 tahun. Keadaan dunia luar makin dikuasai dan dikenalnya melalui bermain, kemajuan bahasa, dan pertumbuhan kemauannya.
c) Masa Ketiga, usia 5-8 tahun. Keinginan bermain berkembang menjadi semangat bekerja.
d) Masa Keempat, usia 9-13 tahun. Keinginan maju dan memahami kenyataan mencapai puncaknya.
e) Masa kelima, usia 14-19 tahun. Pada awal masa pubertas anak kelihatan lebih subyektif.
Sedangkan, menurut Kohnstarn membagi masa perkembangan dilihat dari sisi pendidikan dan tujuan luhur, yaitu : 
a.  Masa vital (penyusu), usia 0-1,5 tahun
b. Masa anak kecil (estesis), usia 1,5 -7 tahun
c. Masa anak sekolah (intelektual), usia 7-14 tahun
d. Masa remaja, usia 14-21 tahun
e. Masa dewasa, usia 21 tahun ke atas. 

2.2.3  Anak Jalanan
2.2.3.1   Pengertian Anak Jalanan
Menurut UNICEF dalam Suyanto (2013:199) anak jalanan adalah anak-anak yang tersisihkan, marginal, dan teralisasi dari perlakuan kasih sayang karena kebanyakan dalam usia yang relative dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras, dan tidak bersahabat.  Marginal adalah istilah yang sangat tepat untuk menggambarkan kondisi dan kehidupan anak jalanan, karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang kariernya, kurang dihargai, dan umumnya juga tidak menjajikan prospek dimasa depan (Suyanto, 2013:200).
Kementrian Sosial (Kemensos) dalam Marlina (2022:23-24) mengatakan bahwa, anak jalanan adalah anak yang berusia 6-15 tahun yang menghabiskan waktunya dijalanan untuk bekerja disektor yang disebut informal atau penjual jasa. Sedangkan, menurut UNICEF anak jalanan adalah anak yang berusia kurang dari 16 tahun. 
2.2.3.2 Kategori Anak Jalanan
Menurut Surbakti dkk dalam Suyanto (2013:200-201) berdasarkan hasil kajian di lapangan. Secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu : 
1. Children on the street, yakni anak-anak yang mempunyai  kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalan, namun masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka dijalanan diberikan kepada orang tuanya. Anak jalan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya, karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya. 
2. Children of the street, adalah anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantar mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tua mereka. Anak-anak kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah baik secara sosial maupun emosional, fisik maupun seksual (Irwanto dkk : 1995).
3. Children from families of the street, adalah anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalan. Walaupun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu ke tempat yang lain dengan segala risikonya.  Salah satu ciri penting dari kategori ini adalah pemampangan kehidupan jalanan sejak anak masih bayi, bahkan sejak masih dalam kandungan.  Di Indonesia, kategori ini dengan mudah ditemui di berbagai kolong jembatan, rumah-rumah liar sepanjang rel kereta api, dan sebagainya walau secara kuantitatif jumlahnya belum diketahui secara pasti. 
2.2.3.3 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Munculnya Anak Jalanan 

Menurut Surjana dalam Marlina (2022:10-11) mengungkapkan bahwa, ada tiga tingkat faktor yang sangat kuat mendorong anak turun ke jalanan  , yaitu : 
1. Tingkat Mikro (Immediate Causes) 
Faktor pada tingkat mikro ini yaitu faktor yang berhubungan dengan anak dan keluarga. Sebab-sebab yang bisa diidentifikasi dari anak jalanan lari dari rumah, sebagai contoh anak yang selalu hidup dengan orang tua yang terbiasa dengan menggunakan kekerasan; sering memukul, menampar, menganiaya karena kesalahan kecil. Jika sudah melampaui batas toleransi anak, maka anak cenderung keluar dari rumah dan memilih hidup dijalanan, disuruh bekerja dengan kondisi masih sekolah, dalam rangka berpetualang, bermain-main, dan diajak teman. Tingkat ini terdapat penyebab dari keluarga, yaitu ketidakmampuan orangtua menyediakan kebutuhan dasar, dan mengalami kekerasan di rumah (child abuse).
2. Tingkat Messo (Underlying Causes) 
Yaitu, faktor agama berhubungan dengan faktor masyarakat. Sebab-sebab yang dapat diidentifikasi, pada komunitas masyarakat miskin,anak-anak adalah asset untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, anak-anak diajarkan untuk bekerja.
3. Tingkat Makro (Basic Causes) 
Yaitu, faktor yang  berhubungan dengan struktur masyarakat. Struktur ini dianggap memiliki status sebab-akibat yang sangat menentukan banyak waktu dapat menghasilkan banyak uang. 
2.2.3.4 Model Penanganan Anak Jalanan 
Menurut Tata Sudrajat dalam buku Suyanto (2013:214) selama ini beberapa pendekatan yang lazim dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  dalam  menangani  anak  jalanan, sebagai berikut.
1. Street Based 
Model penanganan anak jalanan dimana anak jalanan berasal atau
tinggal, kemudian street educator mendatangi mereka, berdiskusi, menemani mereka dalam bekerja, memahami dan menerima situasinya, dan memposisikan diri sebagai teman. Anak-anak diberikan materi pendidikan dan keterampilan, selain itu anak jalanan mendapatkan hubungan yang hangat dan perhatian yang akan menumbuhkan kepercayaan satu sama lain yang bermanfaat untuk mencapai tujuan intervensi.
2. Centre Based 
Pendekatan tersebut adalah penanganan anak jalanan di panti. Anak-anak yang diikutsertakan dalam kebijakan ini dikumpulkan, dan diberikan pelayanan di panti, seperti makanan dan perlindungan, serta perlakuan yang hangat dan  ramah dari pekerja sosial. Di panti asuhan permanen, layanan pendidikan, ketampilan, kebutuhan dasar, kesehatan, seni, dan pekerjaan disediakan untuk anak-anak jalanan. 
3. Comuunity Based 
Dalam penanganan berbasis masyarakat melibatkan seluruh potensi masyarakat terutama keluarga atau orang tua anak jalanan. Pendekatan ini bersifat preventif, yaitu mencegah anak masuk dan jatuh ke kehidupan di jalanan. Keluarga diberikan kegiatan sosialisasi tentang pengasuhan anak dan upaya peningkatan taraf hidup, sedangkan anak diberi kesempatan mengenyam pendidikan formal maupun informal, mengisi waktu luang, dan kegiatan bermanfaat lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memperluas kekuatan keluarga dan masyarakat agar siap melindungi, merawat dan memenuhi kebutuhan anak-anak mereka secara mandiri.

2.2.4 Pembinaan
Menurut Syaepul (2017:52), pembinaan didefinisikan sebagai Upaya pendidikan baik formal maupun nonformal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah dan bertanggung jawab dalam rangka menumbuhkan, membimbing dan mengembangkan dasar-dasar kepribadian yang seimbang, utuh dan selaras pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat serta kemampuannya sebagai bekal untuk selanjutnya atas prakarsa sendiri untuk menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya kearah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi mandiri.
Menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009, bahwa bentuk upaya perlindungan terhadap anak jalanan melalui pembinaan terdiri atas lima bentuk pembinaan yaitu :
1.  Pembinaan yang terdiri dari tiga langkah pembinaan yaitu, Pembinaan Pencegahan, Pembinaan Lanjutan, dan Usaha Rehabilitasi Sosial
2. Eksploitasi
3. Pemberdayaan
4. Bimbingan Lanjutan
5. Partisipasi Masyarakat.
2.2.4.1   Indikator Pembinaan 
Untuk mewujudkan tujuan pembinaan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah, pembinaan dilaksanakan melalui pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan rehabilitas sosial (Jannah,  2021: 28-31).
1. Pembinaan Pencegahan 
a.  Pendataan 
Pembinaan pencegahan merupakan kegiatan yang dilakukan secara berencana dan teratur untuk menghentikan kemunculan anak jalanan melalui pemantauan, pengawasan dan pengendalian, pendataan, dan sosialisasi, untuk mengembangkan kelebihan anak jalanan. Pembinaan yang dimaksud meliputi, Pendataan ini dilakukan oleh pihak-pihak terkait seperti Dinas Sosial dan bekerja sama dengan dinas terkait untuk pelaksanaan pendataan ini menyelenggarakan instrumen pendataan yang berisi nama, alamat, daftar keluarga, kondisi tempat tinggal, latar belakang sosial ekonomi, asal daerah, pekerjaan, status keluarga dan masalah utama yang dihadapi.  

b. Sosialisasi 
Sosialisasi diselenggarakan oleh instansi terkait, antara lain sosialisasi langsung, diselenggarakan oleh Dinas Sosial dan instansi terkait serta dapat bekerja sama dengan tim, organisasi sosial melalui kegiatan interaktif dan ceramah. Sosialisasi secara tidak langsung, melalui media cetak dan elektronik. 
2. Pembinaan Lanjutan 
Pembinan lebih lanjut diberikan dalam upaya meminimalkan atau membebaskan tempat-tempat umum dari anak-anak jalanan. Pembinaan lebih lanjut dilaksanakan dengan cara: 
a. Perlindungan 
Perlindungan ini diberikan untuk menghentikan anak jalanan turun ke jalan dengan mengadakan posko di jalan dan tempat-tempat umum pada titik-titik rawan dimana anak jalanan, gelandangan, pengemis sering melakukan kegiatannya. 
b. Penampungan Sementara 
Penampungan sementara ini diselenggarakan dalam rangka pembinaan yang meliputi pembinaan sosial, pembinaan mental spiritual, pembinaan hukum dan permainan adaptasi sosial. 
c. Pengungkapan dan Pemahaman Masalah (assesment) 
Pengungkapan dan pemahaman masalah dilakukan untuk mengetahui masalah yang dihadapi serta memenuhi kebutuhan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. 
3. Rehabilitasi Sosial 
Upaya Rehabilitasi Sosial dapat berupa proses refungsionalisasi dan pemantapan taraf kesejahteraan sosial agar penyandang masalah kesejahteraan dapat siap menjalankan kembali fungsi sosialnya dalam tatanan kehidupan dan penghidupan dalam masyarakat dan negara. Upaya rehabilitasi sosial bagi anak jalanan usia produkti dilaksanakan sebagai berikut: 
a. Bimbingan mental spiritual, diselenggarakan untuk membangun tingkah laku dan perilaku individu dan sesuai dengan peraturan yang terjadi di masyarakat yang melingkupi pembinaan agama, pembinaan akhlak dan pembinaan pada prosedur kehidupan. 
b. Bimbingan fisik, termasuk pelatihan fisik dan pemeriksaan kesehatan. 
c. Bimbingan sosial, upaya untuk membantu menyelesaikan masalah sosial dengan mengembangkan pemahaman dan tanggung jawab individu. 

2.3 Kerangka Pemikiran 
Kerangka pemikiran adalah hubungan antara teori atau konsep yang mendukung penelitian yang dijadikan pedoman dalam menyusun penelitian secara sistematis. Kerangka pemikiran menjadi landasan yang digunakan dalam pemelitian. Dengan penerapkan standar perundang-undangan dalam pelaksanaan pengawasan yaitu Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2009. Dalam pelaksanaan tersebut terdapat kendala, sehingga pelaksanaan pengawasan penanganan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Cirebon belum optimal, ditandai dengan kurangnya koordinasi antara pihak Dinas Sosial Kota Cirebon dengan Rumah Singgah Dukuh Semar. Hal ini dilihat dari pendataan kondisi anak jalanan dan kondisi sarana prasarana belum optimal, dan kurangnya komunikasi antar kedua belah pihak. Dan juga Dinas Sosial Kota Cirebon belum menjalankan sepenuhnya Peraturan Daerah sebagai petunjuk pelaksanaan. Kendala tersebut dikaitkan dengan teori Proses-proses pengawasan menurut T. Hani Handoko.  Dengan adanya teori tersebut diupayakan pelaksanaan pengawasan penanganan anak jalanan dapat optimal, sehingga tingkat anak jalanan yang berada di wilayah kecamatan Harjamukti menurun dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari anak jalanan, serta anak jalanan dapat melanjutkan pendidikan dan mengembangkan skill  melalui tindakan pembeniaan atau rehabilitasi sosial melalui pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Cirebon 








 Pelaksanaan Pengawasan dalam Penanganan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Kota Cirebon di Rumah Singgah Dukuh Semar
PROSES
Proses-Proses Pengawasan
T. Hani Handoko  (2015: 360)
6.  Penetapan Standar Pelaksanaan 
7. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan 
8. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Nyata 
9. Pembandingan Pelaksanaan Kegiatan dengan standard dan penganalisisan
10. Pengambilan tindakan koreksi 

INPUT
PERDA Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2009  tentang perlindungan anak terlantar di Kota Cirebon
OUTPUT (-)
Pelaksanaan Pengawasan penanganan anak jalanan belum optimal 
OUTPUT (+)
Pelaksanaan Pengawasan penanganan anak jalanan terlaksana dengan optimal 
UPAYA
Mengoptimalkan pengawasan dalam penanganan anak jalanan di Rumah Singgah Dukuh Semar 
OUTCOME
Mengurangi tingkat anak jalanan yang berada di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dengan  memenuhi kebutuhan sehari-hari,serta melanjutkan pendidikan dan mengembangkan skill  melalui tindakan pembinaan yang dilakukan oleh Rumah Singgah Dukuh Semar dengan  Pengawasan Dinas Sosial Kota Cirebon.
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Gambar 2.1  Kerangka Pemikiran 

5



